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Penelitian ini dilatar belakangi oleh praktek penggadaian kartu plasma yang 
terjadi di Desa Sungai Pinang yang mana transaksi penggadaian dilakukan dengan 
mengambil manfaat dari barang gadaian tanpa mengurangi hutang dan apabila 
telah jatuh tempo namun rahin belum bisa mengembalikan uang yang ia pinjam 
kepada murtahin, maka kartu plasma yang digadaikan masih dipegang oleh 
murtahin dengan tetap mengambil manfaat dari barang gadaian sampai rahin bisa 
mengembalikan jumlah uang yang dipinjamnya kepada murtahin.. Rumusan 
masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan 
praktik gadai kartu plasma dalam masyarakat Desa Sungai Pinang Kecamatan 
Kubu Babussalam, apa faktor yang melatar belakangi masyarakat Desa Sungai 
Pinang Kecamatan Kubu Babussalam melakukan praktik gadai dengan jaminan 
kartu plasma, dan tinjauan Fiqih Muamalah terhadap praktik gadai pada 
masyarakat Desa Sungai Pinang Kecamatan Kubu Babussalam dengan jaminan 
kartu plasma. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan 
mengumpulkan data melalui observasi dan wawancara langsung. Populasi dalam 
penelitian ini 20 orang penduduk Desa Sungai Pinang yang memiliki kartu plasma 
yang melakukan praktik gadai. Sedangkan sampel dalam penelitian ini 20 orang 
yang memiliki kartu plasma yang melakukan praktik gadai, dengan menggunakan 
sampling jenuh atau total sampling karena jumlah populasi relatif kecil, kurang 
dari 30 orang. Selain itu, dilengkapi dengan data primer yang diperoleh dari 
tangan pertama yang terkait dengan tema penelitian ini, dan data sekunder yang 
diperoleh dari literatur dan beberapa buku serta bahan-bahan hukum yang 
berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sedangkan metode analisa yang 
digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu setelah semua data 
terkumpul, maka diklarifikasi dalam pemaparan dan penjelasan. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa praktik gadai kartu 
plasma dalam masyarakat Desa Sungai Pinang terjadi karena ada penawaran 
murtahin kepada rahin untuk menerima pinjaman uang dengan barang gadaian 
yang memiliki nilai harga. Karena faktor ekonomi dan kebutuhan mendesak 
masyarakat menggunakan kartu plasma sebagai barang gadaian dengan syarat 
manfaat dari barang gadaian diambil oleh murtahin sampai rahin bisa 
mengembalikan uang pinjamannya. Jika ditinjau berdasarkan Fiqih Muamalah 
transaksi gadai kartu plasma menyalahi kaidah-kaidah dalam Fiqih Muamalah, 
seperti kaidah “كم لشض جشيُفعت فٕٓسبب” dan kaidah “ٌانغُى بب نغشيٙ ٔانخشاج ببنضًب”. 
Selain itu transaksi ini juga tidak sesuai dengan  Al-Quran dan hadits Rasulullah 
Saw, karena mengandung riba jahiliyah di dalamnya.  
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A. Latar Belakang Masalah 
Syari’at Islam memerintahkan umatnya supaya tolong menolong yang 
kaya harus menolong yang miskin, yang mampu harus menolong yang tidak 
mampu. Bentuk tolong menolong ini bisa berbentuk pemberian dan bisa 
berbentuk pinjaman. Dalam bentuk pinjaman hukum Islam menjaga 
kepentingan kreditur, jangan sampai ia dirugikan. Oleh sebab itu, ia 
dibolehkan meminta barang dari debitur sebagai jaminan utangnya. Sehingga, 




Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wata’ala dalam QS. Al-Ma’idah 
(5)  ayat 2: 
  َ ٌَّ َّللاَّ َ ۖ ئِ احَّقُٕا َّللاَّ َٔ  ۚ ٌِ ا َٔ اْنُعْذ َٔ ْثِى  َُٕا َعهَٗ اْْلِ َٔ ََل حََعا َٔ  ۖ ٰٖ َٕ انخَّْق َٔ َُٕا َعهَٗ اْنبِشِّ  َٔ حََعا ُد  َشِذَ٘ٔ
  اْنِعقَاِب 
“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan 
dan takwa dan jangan tolong- menolong dalam berbuat dosa dan 
pelanggaran. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah 
amat berat siksaannya”. 
   
Sesuai dengan ayat diatas, maka manusia dianjurkan untuk saling 
tolong menolong, seperti halnya dengan utang piutang maupun gadai sejak 
dulu setiap orang dalam kehidupannya selalu menghadapi berbagai masalah 
diantaranya adalah kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup.
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Dalam Islam masalah muamalah dan tata cara bermuamalah itu 
sendiri banyak macam ragamnya, salah satu bentuk muamalah yang 
diperbolehkan dalam Islam adalah gadai (rahn). Dalam aplikasinya gadai 
(rahn) telah terlembaga sebagai suatu lembaga keuangan yang dinamakan 
pegadaian. Gadai (rahn) mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi. Namun 
pada kenyataannya sssdalam masyarakat konsep tersebut dinilai “tidak adil”. 
Dilihat dari segi komersil, yang meminjamkan uang merasa dirugikan, 
misalnya karena inflasi, atau pelunasan berlarut-larut, sementara barang 
jaminan tidak laku. Di lain pihak, barang jaminan mempunyai hasil. Bentuk 
muamalah seperti ini melibatkan belah pihak yaitu pemilik barang gadai 
(rahin) dan penerima barang gadai (murtahin) antara keduanya terikat hak 
dan kewajiban yang harus dipenuhi. 
Dalam sejarah Islam, gadai dikenal sejak masa Rasullullah 
Shallallahu’alaihi Wasallam. Para ulama telah sepakat bahwa gadai itu boleh. 
Dasar hukum yang digunakan para ulama untuk membolehkan gadai (rahn) 
yakni berdasarkan Qs. Al-Baqarah (2) ayat 282-283: 
 ُِ ْٕ ٗ فَاْكخُبُ ًًّّ َس ٍ ئِٰنٗ أََجٍم يُّ ْٚ ُْخُْى بَِذ ا ئَِرا حََذاَٚ ْٕ ٍَ ٰاَيُُ ْٚ أََُّٚٓا انَِّز ٰٚ  
“Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalah tidak 




 ۖ ٌ َيْقبَُٕضتٌ نَْى حَِجُذٔا َكاحِبًّا فَِشَْا َٔ ٰٗ َسفٍَش  ُْخُْى َعهَ ٌْ ُك ئِ َٔ  
“Dan jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara 
tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah 




Seperti telah dijelaskan bahwa dalam fiqh Islam, barang gadaian 
dipandang sebagai amanat pada tangan murtahin, sama dengan amanat lain, dia 
tidak harus membayar kalau barang itu rusak, kecuali jika tindakannya. 
Penerima gadai hanya bertanggung jawab untuk menjaga, memelihara, dan 
berusaha semaksimal mungkin agar barang itu tidak rusak. Barang jaminan 
yang rusak diluar kemampuan murtahin tidak harus diganti. Telah 
dikemukakan diatas bahwa barang jaminan adalah sebagai amanat yang tidak 
boleh diganggu oleh murtahin. Sedang biaya pemeliharaannya boleh diambil 
dari manfaat barang itu sejumlah biaya yang diperlukan.  
Adapun cara pengambilan manfaat dari barang jaminannya ialah dengan 
menanam pada (kalau tanah berupa sawah) dengan tanaman lain (kalau tanah 
itu berupa tanah darat atau kebun) atau dengan mengambil atau menjual 
buahnya sebanyak harga biaya yang dibutuhkan (kalau tanah berupa kebun 
kelapa). Dengan pemeliharaan semacam ini dapat diambil manfaat sekadar 
biaya yang diperlukan guna mengola tanah. Pengelolaan tanah tersebut tidak 




Ditinjau dari segi kemaslahatan, rahn mempunyai nilai yang sangat 
penting artinya dalam menjaga keseimbangan hidup didalam masyarakat. 
Untuk itu Islam tidak membenarkan prilaku-prilaku yang tidak adil, dzalim dan 
sebagainya dalam praktik muamalah khususnya mengenai rahn. Tidak hanya 
ditinjau dari sosial kemaslahatan yang sempurna terhadap dua belah pihak 
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yang melakukan akad gadai (rahn), barang yang dijadikan jaminan dalam 
gadai (rahn) keadaannya juga harus sesuai dengan syara’, karena barang 
jaminan (agunan) adalah harta yang dipegang oleh murtahin (penerima gadai) 
atau wakilnya, sebagai jaminan hutang.
4
 
Praktik gadai yang terjadi di Desa Sungai Pinang Kecamatan Kubu 
Babussalam dilakukan oleh warga yang memiliki kartu plasma, ada 20 orang 
yang melakukan praktik gadai menggunakan jaminan berupa kartu plasma. 
Dimana hampir setiap desa di Kecamatan Kubu Babussalam menggunakan 
kartu plasma sebagai barang gadaian karena kartu plasma itu memiliki nilai 
harga. Kartu plasma itu sendiri adalah kartu yang diberikan oleh PT Jatim Jaya 
Perkasa kepada masyarakat Kecamatan Kubu Babussalam sebagai bentuk bagi 
hasil dari PT Jatim Jaya Perkasa kepada masyarakat Kecamatan Kubu 
Babussalam. Bagi hasil itu dapat diterima oleh masyarakat Kecamatan Kubu 
Babussalam setiap bulannya dalam bentuk uang melalui kartu plasma. Namun, 
karena faktor ekonomi banyak masyarakat menggadaikan kartu plasma bahkan 
sampai memperjual belikannya. Permasalahan yang terjadi dalam penggadaian 
itu adalah diambilnya uang yang didapat setiap bulannya dari kartu plasma 
oleh penerima barang gadai (murtahin), tanpa mengurangi jumlah utang, 
sedangkan kartu plasma tidak boleh digadaikan atau diperjual belikan. 
Contohnya, buk Upik adalah pemilik kartu plasma yang berutang kepada pak 
Bahar dengan menggadaikan kartunya, setiap bulannya pak Bahar yang 
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mengambil uang kartu plasma milik buk Upik tanpa mengurangi jumlah uang 
yang dipinjam oleh buk Upik.
5
 
Untuk mengetahui gambaran lebih jauh tentang praktik gadai dengan 
jaminan kartu plasma, serta faktor-faktor yang melatar belakangi, dan 
bagaimanakah tinjauan Fiqih Muamalah terhadap permasalahan tersebut, perlu 
dilakukan penelitian. Dengan judul “Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap 
Praktik Gadai dengan Jaminan Kartu Plasma (Studi Kasus di Desa 
Sungai Pinang Kecamatan Kubu Babussalam).”  
 
B. Batasan Masalah 
Penulis akan membatasi masalah penelitian ini yaitu difokuskan 
kepada faktor yang melatar belakangi masyarakat melakukan praktik gadai 
dan tinjauan fiqih muamalah terhadap praktik gadai dalam masyarakat di 
Desa Sungai Pinang Kecamatan Kubu Babussalam dengan jaminan kartu 
plasma. 
 
C. Rumusan Masalah 
Dari latar belakang masalah tersebut maka penulis akan membahas  
dalam proposal ini ini sebagai berikut: 
1. Bagaimana pelaksanaan praktik gadai kartu plasma dalam masyarakat 
Desa Sungai Pinang Kecamatan Kubu Babussalam? 
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2. Apa faktor yang melatar belakangi masyarakat Desa Sungai Pinang 
Kecamatan Kubu Babussalam melakukan praktik gadai dengan jaminan 
kartu plasma? 
3. Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap praktik gadai pada masyarakat Desa 
Sungai Pinang Kecamatan Kubu Babussalam dengan jaminan kartu 
plasma? 
 
D. Tujuan dan Manfaat 
Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan yang diharapkan adalah 
sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui pelaksanaan praktik gadai kartu plasma dalam 
masyarakat Desa Sungai Pinang Kecamatan Kubu Babussalam. 
2. Untuk mengetahui faktor yang melatar belakangi terjadinya praktik gadai 
dengan jaminan kartu plasma di Desa Sungai Pinang Kecamatan Kubu 
Babussalam. 
3. Untuk menentukan status hukum dalam perspektif Fiqih Muamalah 
terhadap praktik gadai dalam masyarakat Desa Sungai Pinang Kecamatan 
Kubu Babussalam dengan jaminan kartu plasma. Adapun manfaat 
penelitan ini adalah: 
1. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis maupun pembaca 
mengenai praktik gadai menurut perspektif Fiqih Muamalah dan untuk 
melengkapi tugas-tugas penulis sebagai syarat untuk mengajukan 




2. Untuk menghasilkan informasi yang dapat dijadikan bahan 
pertimbangan dalam melakukan praktik gadai dalam masyarakat. 
 
E. Metode Penelitian 
1. Metode Pendekatan 
 Penulis menggunakan metodelogi dengan pendekatan kualitatif, 
yang memiliki karakteristik alami (natural settings) sebagai sumber data 
langsung, deskriptif, proses lebih dipentingkan dari pada hasil, analisis 
kualitatif cenderung dilakukan secara analisa induktif dengan makna 
merupakan hal yang esensial. Oleh karenanya, penulis berusaha 
memahami konteks sosial ataupun permasalahan yang ditemukan 
dilapangan secara lebih luas dan mendalam. 
2. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian 
lapangan (field research) yang merupakan  penelitian kualitatif yaitu data 
yang didapat dilapangan. Penelitian kualitatif justru dituntut untuk 
melakukan grounded research, yaitu menentukan teori berdasarkan data 
yang diperoleh dilapangan atau situasi sosial. Peneliti atau situasi sosial. 
Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sungai Pinang Kecamatan Kubu 
Babussalam Kabupaten Rokan Hilir.
6
 
3. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan secara langsung di Desa Sungai Pinang 
Kecamatan Kubu Babussalam. Adapun alasan penulis dalam memilih 
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lokasi ini yaitu dikarenakan lokasi ini menjadi tempat utama untuk 
mendapatkan data informasi dari praktik gadai dengan jaminan kartu 
plasma dalam masyarakat Kecamatan Kubu Babussalam, dan banyak 
terdapat di Desa Sungai Pinang.  
4. Subjek dan Objek Penelitian 
a. Sebagai Subjek penelitian ini adalah pemilik kartu plasma dan 
penerima barang gadai (murtahin). 
b. Sebagai Objek dalam penelitian ini adalah Tinjauan Fiqih Muamalah 
Terhadap Praktik Gadai dengan Jaminan Kartu Plasma di Desa Sungai 
Pinang  Kecamatan Kubu Babussalam. 
5. Populasi dan Sampel 
Populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai 
karakteristik yang sama.
7
 Populasi adalah kelompok subjek yang hendak 
dikenal generalisasi hasil penelitian. Adapun yang menjadi populasi dalam 
penelitian ini 20 orang penduduk Desa Sungai Pinang yang memiliki kartu 
plasma yang melakukan peraktik gadai. 
Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan 
menggunakan teknik tertentu yang disebut teknik sampling yaitu teknik 
pengambilan sampel, dan yang digunakan sampling jenuh yaitu teknik 
penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. 
Hal ini dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang, 
atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang 
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 Tujuan berbagai teknik sampel itu ialah untuk mendapatkan 
sampel yang mencerminkan populasinya, atau secara teknik disebut 
sampel yang representatif. Berdasarkan pengertian diatas maka yang 
menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 20 orang yang memiliki kartu 
plasma yang melakukan praktik gadai, dengan menggunakan sampling 
jenuh atau total sampling. 
6. Sumber Data 
Sumber data adalah subjek dimana data itu diperoleh.
9
 Yang 
dimaksud dengan sumber data penelitian adalah subjek dari mana data 
dapat diperoleh.
10
 Data-data yang digunakan tergantung pada tujuan 
penelitian. Adapun sumber-sumber data dalam penelitian ini berasal dari 
lapangan dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang menjadi 
objek kajian sesuai dengan objek pembahasan. Data merupakan salah satu 
unsur yang sangat penting dalam menyusun laporan. Data yang digunakan 
dalam penelitian ini sebagai berikut:  
a. Data Primer adalah sumber data yang langsung diperoleh dari tangan 
pertama yang terkait dengan tema penelitian ini.
11
 Adapun sumber data 
primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari wawancara dengan 
pemilik kartu plasma (rahin) dan penerima gadai (murtahin) yang 
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memberikan langsung informasi ke peneliti di  Desa Sungai Pinang, 
Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir. 
b. Data Sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari literature atau 
di ambil dari beberapa buku serta bahan-bahan hukum yang berkaitan 
dengan permasalahan yang diteliti. Adapun bahan hukum primer yaitu, 
Al-Qur’an, kitab-kitab fiqih dan lain-lain. Bahan hukum sekunder, 
yaitu buku teks, dokumen-dokumen, analisis data, biografi serta bahan 
hukum tersier yaitu, kamus maupun data dari  internet (website). 
7. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penyusun adalah 
Obsevasi, dan Wawancara.  
a. Observasi  
  Observasi adalah teknik pengumpulan da ta yang dilakukan dengan 
cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang 
diselidiki. Observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan 
pengamatannya melalui hasil kerja panca indera mata serta dibantu 
dengan panca indera lainnya.
12
 Dalam hal ini, peneliti melakukan 
pengamatan langsung ke Desa Sungai Pinang. 
b. Wawancara  
  Wawancara merupakan kegiatan pengumpulan data primer yang 
bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi).
13
 
Penyusun akan mewawancarai pemilik kartu dan yang menerima gadai. 
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8. Analisis Data 
 Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 
sistematis data yang diperoleh dari hasil interview, catatan lapangan, 
dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan dan 
membuat kesimpulan yang dapat dipahami oleh diri sendiri maupun orang 
lain. 
 Setelah data terkumpul, kemudian data diolah dan dianalisis 
dengan menggunakan metode Deskriptif Analitis, yakni digunakan dalam 
mencari dan mengumpulkan data, menyusun, dan menggunakan serta 
menafsirkan data yang sudah ada. Tujuan dari metode tersebut yaitu untuk 
memberi deskripsi terhadap obyek yang diteliti, yaitu menggambarkan 
tentang Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Gadai dengan 
Jaminan Kartu Plasma (Studi Kasus di Desa Sungai Pinang Kecamatan 
Kubu Babussalam). 
9. Teknik Penulisan 
 Setelah data-data diolah dan dianalisa, kemudian disusun dengan 
menggunakan metode-metode sebagai berikut: 
a. Deduktif, yaitu pendekatan berfikir yang berangkat dari pengetahuan 
yang bersifat umum yang bertitik tolak dari pengetahuan umum untuk 
menilai kejadian yang khusus.
14
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b. Deskriptif, yaitu dengan mengumpulkan suatu data dan membuat 
keterangan dan diambil dengan apa adanya di lapangan, sehingga 




F. Sistematika Penulisan 
Pembahasan dalam penelitian ini terdiri atas lima bab dengan 
sistematika penulisan sebagai berikut: 
BAB I :  PENDAHULUAN 
 Bab ini memberikan gambaran umum yang memuat pola dasar 
skripsi ini yaitu: Latar belakang masalah, batasan masalah, 
rumusan masalah, tujuan dan manfaat, metode penelitian, 
sistematika penulisan.  
BAB II:  GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
Geografis dan demografis lokasi penelitian, sejarah lokasi 
penelitian, visi dan misi lokasi penelitian. 
BAB III  :  TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD GADAI 
 Bab ini menguraikan tentang pengertian jual beli, pengertian 
gadai, dasar hukum gadai, rukun gadai dan syarat gadai, 
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BAB IV :  ANALISIS FIQIH MUAMALAH  TERHADAP PRAKTIK 
GADAI   DENGAN JAMINAN KARTU PLASMA  
Bagaimana praktik pelaksanaan gadai kartu plasma dalam 
masyarakat Desa Sungai Pinang Kecamatan Kubu Babussalam. 
Apa faktor yang melatar belakangi masyarakat Desa Sungai 
Pinang Kecamatan Kubu Babussalam melakukan praktik gadai 
dengan jaminan kartu plasma. Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap 
praktik gadai pada masyarakat Desa Sungai Pinang Kecamatan 
Kubu Babussalam dengan jaminan kartu plasma. 
BAB V :  KESIMPULAN DAN SARAN 
 Bab ini memuat tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan 
analisis sehingga bisa menyajikan hasil penulisan karya ilmiah ini 
dan dilanjutkan dengan saran-saran yang memuat masukan-
masukan, khususnya pada semua elemen yang terkait dengan 






GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
 
 
A. Letak Geografis Desa Sungai Pinang Kecamatan Kubu Babussalam 
Desa Sungai Pinang terletak di Kecamatan Kubu Babussalam. 





B.  Letak Demografis Desa Sungai Pinang Kecamatan Kubu Babussalam 
Desa Sungai Pinang merupakan Desa Transmigrasi dan salah satu 
Desa dari 12 Desa yang ada di Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten 




Batas Wilayah Desa Sungai Pinang 
 
No Letak Geografis Kepenghuluan Sungai Pinang 
1 Sebelah Utara JOJOL 
2 Sebelah Selatan RTP KIRI HILIR 
3 Sebelah Barat BANGKO 
4   Sebelah Timur SUNGAI 
Sumber: Profil Desa Sungai Pinang 2014 
 
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa letak geografis Desa 
Sungai Pinang sebelah utara terdapat Desa Jojol, sebelah selatan terdapat 
Desa Rantau Panjang Kiri Hilir, sebelah barat terdapat Kecamatan Bangko, 
dan sebelah timur terdapat sungai. 
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Luas Wilayah Desa Sungai Pinang 
 
No DAERAH LUAS 
1 Pemukiman  100 ha 
2 Pertanian/Perkebunan 350 ha 
3 Ladang/tegalan 100 ha 
4 Hutan    0  ha 
5 Rawa-rawa                    0  ha 
6 Perkantoran 625 M2 
7 Sekolah    2   ha 
8 Jalan    16  ha 
9 Lapangan Sepak Bola     2   ha 






Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat  
7 Km 
Lama jarak tempuh ke ibu kota 
kecamatan 
20 Menit 
Jarak ke ibu kota kabupaten 170 Km 
Lama jarak tempuh ke ibu kota 
kabupaten 
3 Jam 
    Sumber: Profil Desa Sungai Pinang 2014 
 
Tabel II.4 
Jumlah Penduduk Desa Sungai Pinang 
1 Kepala Keluaraga 461 KK 
2 Laki-laki 963 Jiwa 
3 Perempuan 953 Jiwa 
4 Jumlah  1916 Jiwa 




Keadaan Sosial Desa Sungai Pinang 
 
No PENDIDIKAN 
1 SD/MI 250 Orang 
2 SLTP/MTS 188 Orang 
3 SLTA/MA 191 Orang 
4 S1/Diploma 102 Orang 
5 Putus Sekolah 50 Orang 
6 Buta Huruf 20 Orang 





Tabel II. 6 
Lembaga Pendidikan  
 
No LEMBAGA PENDIDIKAN 
1 Gedung TK/PAUD 3 Buah 
2 SD/MI 3 Buah 
3 SLTP/MTS          1 Buah 
4 SLTA/MA 1 Buah 
5 PDTA 2 Buah 
Sumber: Profil Desa Sungai Pinang 2014 
Tabel II. 7 
Kesehatan 
 
       KESEHATAN 
No  Kematian Bayi No  Kematian Ibu Melahirkan 
1 Jumlah Bayi 
lahir tahun 
ini 
14 Orang 1 
 
 




2 Jumlah Bayi 
meninggal  
tahun ini 




Jumlah Ibu  




Sumber: Profil Desa Sungai Pinang 2014 
 
Tabel II. 8 
Kesehatan  
 
No Gizi Balita No  Cukupan Imunisasi 
1 Jumlah 
Balita 






2 Balita gizi 
buruk 





3 Balita gizi 
baik 













Pemenuhan Air Bersih 
 
No           Pemenuhan Air Bersih   
1  Penggunaan sumur galian 332 KK   
2 Penggunaan air PAH 0 KK   
3 Penggunaan sumur pompa 50 KK   
4 Penggunaan hidran umum  0 KK   
5 Penggunaan air sungai 30 KK   




No AGAMA JUMLAH 
1 Islam      1916    Orang 
2 Katolik        0        Orang 
3 Kristen        0        Orang 
4 Hindu        0        Orang 
5 Budha        0        Orang 
Sumber: Profil Desa Sungai Pinang 2014 
Tabel II. 11 
Tempat Ibadah  
 
No  TEMPAT IBADAH JUMLAH 
1 Masjid 1 Buah 
2 Musholla 6 Buah 
3 Gereja 0 Buah 
4 Pura 0 Buah 
5 Vihara 0 Buah 
Sumber: Profil Desa Sungai Pinang 2014 
 
Tabel II.12 
Kondisi Ekonomi  
 
PERTANIAN 
No Jenis Tanaman Luas 
1 Padi Sawah 0 ha 
2 Padi Ladang 0 ha 
3 Jagung 3 ha 
4 Palawija 20 ha 
5 Tembakau 0 ha 




7 Kakao/Coklat 0 ha 
8 Sawit 415 ha 
9 Karet 0 ha 
10 Kelapa 30 ha 
11 Kopi 0 ha 
12 Singkong 0 ha 
13 Lain-lain 4 ha 





No Jenis Ternak Jumlah 
1 Kambing 70 Ekor 
2 Sapi 0 Ekor 
3 Kerbau 0 Ekor 
4 Ayam 890 Ekor 
5 Itik  150 Ekor 
6 Burung 10 Ekor 
7 Lain-lain 0 Ekor 
Sumber: Profil Desa Sungai Pinang 2014 
Tabel II. 14 
Perikanan 
 
No  PERIKANAN 
1 Kolam Ikan 1 ha 
2 Tambak Udang 0 ha 
3 Lain-lain 0 ha 
Sumber: Profil Desa Sungai Pinang 2014 
Tabel II.15 
Struktur Mata Pencarian 
 
No Jenis Pekerjaan 
1 Petani 301 Orang 
2 Nelayan 10 Orang 
3 Pedagang 10 Orang 
4 PNS 30 Orang 
5 Tukang 5 Orang 
6 Guru 50 Orang 
7 Bidan/Perawat 20 Orang 




9 Pensiunan 3 Orang 
10 Sopir/Angkutan 1 Orang 
11 Buruh 15 Orang 
12 Jasa Persewaan 0 Orang 
13 Swasta 0 Orang 
14 Lain-lain 25 Orang 
Sumber: Profil Desa Sungai Pinang 2014 
 
C. Sejarah Desa Sungai Pinang Kecamatan Kubu Babussalam 
Menurut Penuturan orang tua di Desa Sungai Pinang, Desa Sungai 
Pinang berdiri pada tahun 1667 Hijriah bertepatan dengan terbentuknya 
Kecamatan Kubu, rombongan ini berjumlah 70 orang yang dipimpin oleh 
Datuk Raja Hitam. 
Pada tahun 1679 rombongan dari Johor (Malaysia) yang dipimpin oleh 
datuk Gafar mengunjungi Kubu, mereka diterima baik oleh Datuk Raja Hitam 
dan ditempatkan di Desa Sungai Pinang dan sekitarnya. Diantara rombongan 
itu terdapat juga orang orang seperti: 
1. Datuk Raja Gafar 
2. Datuk Latif 
3. Panglima Kadono 
4. Panglima Anam 
Pertemuan kedua rombongan ini kemudian mulai didata dari segi 
pemerintahannya. Adapun Desa Sungai Pinang tercatat mulai memiliki kepala 
Desa pertama kali pada tahun  1898 kepala Desa pertama yang tercatat dalam 
sejarah Desa Sungai Pinang, yaitu DATUK MUHAMMAD ALI pada tahun 
1898 s/d 1928, kemudian digantikan oleh DATUK KOCIK pada tahun 1928 




kemudian digantikan oleh ARIFIN 1958 s/d 1966, kemudian digantikan oleh 
SALIH SIMUT pada tahun 1966 s/d 1976, kemudian digantikan oleh 
BUYUNG pada tahun 1976 s/d 1978, kemudian dilanjutkan oleh WAN 
MAHADAR pada tahun 1978 s/d 1988, kemudian dilanjutkan oleh 
MAHADAR.K pada tahun 1988 s/d 2012, kemudian digantikan oleh 
ABDURRAHMAN, SH pada tahun 2012 s/d 2014, kemudian digantikan oleh 
ZULAIDI,S.Ag pada tahun 2014 s/d 2016, kemudian digantiakan oleh 
MUKHLIS  sampai dengan saat ini dengan periode 2016 s/d 2022. 
Demikianlah sejarah singkat berdirinya Desa Sungai Pinang yang kami 
rangkum dari beberapa sumber yang masih hidup sampai saat ini, kami 
mengakui bahwa sejarah ini terdapat banyak kekurangan karena Desa Suangai 
Pinang merupakan Desa tua, sebagian orang tua berpendapat umur Desa 
Sungai Pinang adalah 351 tahun yang lalu.. Allahua’lam. 
 
A. Visi dan Misi Desa Sungai Pinang Kecamatan Kubu Babussalam 
a.  Visi Desa Sungai Pinang  
Setelah mendapat masukan dari seluruh pemangku kepentingan yang 
ada di Desa Sungai Pinang, maka visi Desa Sungai Pinang adalah: 
 “Mewujudkan Desa Sungai Pinang Sebagai Pusat Pertanian 
dan Perkebunan di Kecamatan Kubu Babussalam yang Berasaskan 






b. Misi Desa Sungai Pinang 
  Untuk mencapai tujuan dan visi  diatas maka disusunlah misi 
sebagai langkah-langkah penjabaran dari visi tersebut diatas sebagai 
berikut: 
1.  Menyelenggarakan pemerintahan Desa yang partisipatif, akuntabel, 
transparan, dinamis dan kreatif. 
2.   Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan keagamaan. 
3.   Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pembangunan 
sektor pertanian, pendidikan, kesehatan, kebudayaan, kependudukan 
dan ketenagakerjaan. 
4.  Meningkatkan produksi pertanian dan perkebunan masyarakat    
melalui pengelolaan pertanian intensifikasi yang maju, unggul dan 
ramah lingkungan menuju Desa agrobisnis. 
5.   Meningkatkan insfrastruktur Desa melalui peningkatan prasarana 
jalan, energi listrik, pengelolaan sumber daya air, pengelolaan 
lingkungan, penataan ruang dan perumahan. 
6.  Menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi 
kerakyatan dan perekonomian perdesaan. 
7.   Menyusun regulasi Desa dan menata dokumen-dokumen yang 
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TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD GADAI 
 
A.  Jual Beli dalam Islam 
1. Pengertian Jual Beli 
Jual beli dalam istilah fiqih disebut dengan al-ba‟i yang berarti 
menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. 
Lafal al-ba‟ dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian 
lawannya, yakni kata asy-syira‟ (beli). Dengan  demikian, kata al-ba‟i 
berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.
18
 
Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang 
dikemukakan para ulama fiqih, sekalipun subtansi dan tujuan masing-
masing definisi sama. Sayyid Sabiq, mendefinisikannya dengan:  
َْممُ   ْٔ ِْٛم انتََّشاِضٗ, اَ بٍل َعهَٗ َسبِ ًَ ِّ  ُيبَبَدنَتُ َيبٍل بِ ْٛ ٌِ ِف ْٔ أُْر ًَ ِّ اْن ْج َٕ ٍض َعهَٗ اْن َٕ ِيْهٍك بِِع  
 
“Jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling 





a. Menurut ulama Hanafiyah jual beli adalah: 
ٍّ َيْخُصٕصٍ ُيبَب َد نَتُ َيبٍل  َٔ ْج بٍل َعهٗ  ًَ بِ  
“Saling menukar harta den gan harta melalui cara tertentu”. 
Dalam definisi ini terkandung pengertian bahwa cara yang 
khusus yang dimaksudkan ulama Hanafiyah adalah melalui ijab 
(ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (pernyataan menjual dari 
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penjual), atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga 
dari penjual dan pembeli. Di samping itu, harta yang diperjualbelikan 
harus bermanfaat bagi manusia, sehingga bangkai, minuman keras, 
dan darah, tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjualbelikan, karena 
benda-benda itu tidak bermanfaat bagi muslim. Apabila jenis-jenis 
barang seperti itu tetap diperjualbelikan, menurut ulama Hanafiyah, 
jual belinya tidak sah. 
b. Menurut ulama Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah. Menurut 
mereka, jual beli adalah:
20
 
هُّكبً  ًَ تَ َٔ ْٛكبً  هِ ًْ  ُيببَ َد نَتُ اْنًبَِل بِب ْنًبَِل تَ
“Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan 
milik dan pemilikan”. 
 
Dalam hal ini mereka melakukan penekanan kepada kata 
“milik dan pemilikan”, karena ada juga tukar menukar harta yang 
sifatnya tidak harus dimilki, seperti sewa-menyewa (ijarah). 
Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan 
bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau 
barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah 
pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya 
sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara‟ 
dan disepakati. 
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Sesuai dengan ketentuan hukum maksudnya adalah memenuhi 
persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada 
kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukun nya 
tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan ketentuan Syara’.
21
 
2. Dasar Hukum Jual Beli  
Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat 
manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur’an dan sunah 
Rasulullah saw. Terdapat beberapa ayat al-Qur’an dan Sunah Rasulullah 
saw. yang berbicara tentang jual beli, antara lain:
22
 
Surah al-Baqarah ayat 275 
نِ 
ٰ
ًَسِِّّۚ َر ٍَ ٱۡن ٍُ ِي
طَٰ ۡٛ ب َٚمُُٕو ٱنَِّز٘ َٚتََخبَّطُُّ ٱنشَّ ًَ ٌَ إَِلَّ َك َٚمُُٕيٕ اْ ََل  ٰٕ بَ ٌَ ٱنشِّ ٍَ َٚۡأُكهُٕ ب ٱنَِّزٚ ًَ اْ إََِّ ٕٓ ُۡى لَبنُ َك بِأَََّٓ
ٍ َجبَٓءُِۥ  ًَ  فَ
اِّْۚ ٰٕ بَ َو ٱنشِّ َحشَّ َٔ َع  ۡٛ ُ ٱۡنبَ أََحمَّ ٱَّللَّ َٔ  
اْْۗ ٰٕ بَ ُع ِيۡثُم ٱنشِّ ۡٛ أَۡيُشُِۥٓ ٱۡنبَ َٔ ٰٗ فَهَُّۥ َيب َسهََف  َٓ ِّۦ فَٲَتَ بِّ ِعظَٞت يٍِّ سَّ ٕۡ َي
 ٌَ هُِذٔ
َٓب َخٰ ُب ٱنَُّبِسِۖ ُْۡى ِفٛ ئَِك أَۡصَحٰ
ٓ نَٰ ْٔ ُ ٍۡ َعبَد فَأ َي َٔ  ِِۖ   ٥٧٢إِنَٗ ٱَّللَّ
"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan 
seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) 
penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan 
mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan 
riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. 
Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu 
terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah 
diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) 
kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu 
adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (Surah al-
Baqarah ayat 275) 
 
Surah al-Baqarah ayat 198: 
  
َ عِ  ٖت فَٲۡرُكُشٔاْ ٱَّللَّ
ٍۡ َعَشفَٰ بُِّكۡىِّۚ فَإَِرآ أَفَۡضتُى يِّ ُكۡى ُجَُبٌح أٌَ تَۡبتَغُٕاْ فَۡضٗلا يٍِّ سَّ ۡٛ َس َعهَ ۡٛ ۡشَعِش ٱۡنَحَشاِوِۖ نَ ًَ َُذ ٱۡن
 ٍَ بٓنِّٛ ٍَ ٱنضَّ ًِ ِّۦ نَ ٍ لَۡبهِ إٌِ ُكُتُى يِّ َٔ ََْذٰىُكۡى  ب  ًَ ٱۡرُكُشُِٔ َك َٔ٨٩١  
“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) 
dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari ´Arafat, berdzikirlah 
kepada Allah di Masy´arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) 
Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya 
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kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat”. (Surah 
al-Baqarah ayat 198) 
 
Surah an-Nisa’ ayat 29: 
 
َشةً َعٍ تَشَ  ٌَ ِتَجٰ ٓ أٌَ تَُكٕ ِطِم إَِلَّ َُُكى بِٲۡنَبٰ ۡٛ نَُكى بَ َٰٕ اْ أَۡي ٕٓ ُٕاْ ََل تَۡأُكهُ ٍَ َءاَي َٓب ٱنَِّزٚ ٓأَُّٚ ْا َٰٚ ٕٓ ََل َتۡمتُهُ َٔ ُُكۡىِّۚ  اٖض يِّ
ب  ًا ٌَ بُِكۡى َسِحٛ َ َكب ٌَّ ٱَّللَّ   ٥٩أََفَُسُكۡىِّۚ إِ
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu 
membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 
kepadamu.” (Surah an-Nisa’ ayat 29) 
 
Dasar hukum jual beli berdasarkan Sabda Rasulullah saw, antara lain 
sebagai berikut: 
َٔ ُكمُّ بَْٛ   ِ ُم انشَّ ُجِم بَِِٛذ ًَ ُّ٘ اْنَكْسِب أَْطَُٛب؟ فَمبَ َل: َع َسهََّى أَ َٔ  ِّ ْٛ ُّٙ َصهَّٗ هللا َعهَ عٍ ُسى َِم انَُّبِ
    َيْبُشٍٔس)سٔاِ انبزا سٔا نحب كى(
 
“Nabi Muhammad SAW, pernah ditanya: Apakah profesi yang paling baik?  
Rasulullah menjawab:  “Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli 
yang diberkati”.  (HR. Al-Barzaar dan Al-Hakim)23 
 
Maksudnya jual beli yang jujur, tanpa diiringi kecurangan-kecurangan, 
mendapati berkat dari Allah SWT. Allah SWT. telah mengharamkan 
memakan harta orang lain dengan cara batil yaitu tanpa ganti dan hibah, 
yang demikian itu adalah batil berdasarkan ijma umat dan termasuk di 
dalamnya juga semua jenis akad yang rusak yang tidak boleh secara syara‟ 
baik karena ada unsur riba atau jahalah (tidak diketahui), atau karena kadar 
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Jual beli yang mendapat berkah dari Allah adalah jual beli yang jujur, 
yang tidak curang, tidak mengandung unsur penipuan dan penghianatan.  
Sabda Rasulullah: 
ٍْ تََشاٍض )س ٔاِ انبٛٓك (إِ َٔ  ُْٛع َع ب اْنبَى ًَ ََّ 






َٓذاَءِ  اَنَُّب ِحشُ  انشُّ َٔ  ٍَ ْٛ ْٚمِ ِذ انصِّ َٔ  ٍَ ْٛ ِّٛ ٍُ َيَع انَُّبِ ْٛ ُق اْْلَِي ْٔ ُذ  )سٔاِ انتش يز ٖ(  انصَّ
“Pedagang yang jujur dan terpercaya sejajar (tempatnya di surga) dengan 
para Nabi, Siddiqin, dan Syuhada’. ”(HR. Tirmidzi).26 
 
Hadits-hadits di atas dijadikan dalil oleh para ulama tentang dasar 
hukum transaksi jual beli yang dilakukan oleh para pihak yang ingin 
melakukan transaksi jual beli, atau dengan kata lain, hadits diatas dijadikan 
pijakan bahwasanya akad jual beli dibolehkan dalam ajaran Islam, selama 
akad jual beli tersebut tidak menyalahi rukun dan syarat sahnya jual beli. 
3.  Rukun dan Syarat Jual Beli 
Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, 
sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara’. Dalam menentukan 
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rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan 
jumhur ulama. 
Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab 
(ungkapan membeli dari pembeli) dan Kabul (ungkapan menjual dari 
penjual).
27
 Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu 
hanyalah kerelaan (rida/taradhi) kedua belah pihak untuk melakukan 
transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur 
hati yang sulit untuk diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan 
indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan 
transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam ijab Kabul, atau 
melalui cara saling memberikan barang dan harga barang (ta’athi). 




a. Ada orang yang berakad atau al-muta’aqidain (penjual dan pembeli) 
b. Ada Shighat (lafal ijab dan kabul) 
c. Ada barang yang dibeli 
d. Ada nilai tukar pengganti barang 
Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, 
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Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang 
dikemukakan jumhur ulama di atas sebagai berikut: 
a. Syarat-syarat orang yang berakad 
Para ulama fiqih sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual 
beli itu harus memenuhi syarat: 
Berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang 
belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil 
yang telah mumayiz, menurut ulama Hanafiyah, apabila akad yang 
dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti 
Menerima hibah, wasiat, dan sedekah, maka akadnya sah. 
Sebaliknya, apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti 
meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan, atau 
menghibahkannya, maka tindakan hukumnya ini tidak boleh 
dilaksanakan. Apabila transaksi yang dilakukan anak kecil yang telah 
mumayiz mengandung manfaat dan mudharat sekaligus, seperti jual beli, 
sewa menyewa, dan perserikatan dagang, maka transaksi ini hukumnya 
sah jika walinya mengizinkan. Dalam kaitan ini, wali anak kecil yang 




Jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual 
beli itu harus telah balig dan berakal. Apabila orang yang berakad itu 
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masih mumayiz, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin 
dari walinya. 
Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, 
seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai 
penjual sekaligus sebagai pembeli. Misalnya, Ahmad menjual sekaligus 
membeli barangnya sendiri, maka jual belinya tidak sah.
31
 
b. Syarat-syarat yang terkait dengan Ijab Kabul 
Para ulama fiqih sepakat bahwa unsur utama dari jual beli yaitu 
kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat 
dari ijab kabul yang dilangsungkan. Menurut mereka, ijab dan kabul 
perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang bersifat 
mengikat kedua belaah pihak, seperti akad jual beli, sewa menyewa, dan 
nikah. Terhadap transaksi yang sifatnya mengikat salah satu pihak, 
seperti wasiat, hibah, dan wakaf, ttidak perlu kabul, karena akad seperti 
ini cukup dengan ijab saja. Bahkan, menurut Ibn Taimiyah (ulama  fiqih 
Hanbali) dan ulama lainnya, ijab pun tidak diperlukan dalam masalah 
wakaf. 
Apabila ijab kabul telah diucapkan dalam akad jual beli maka 
pemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula. 
Barang yang dibeli berpindah tangan menjadi milik pembeli, dan 
nilai/uang berpindah tangan menjadi milik penjual. 






Untuk itu, para ulama fiqih mengemukakan bahwa syarat ijab 
dan Kabul itu sebagai berikut:
32
 
1) Orang yang mengucapkannya telah balig dan berakal, menurut 
jumhur ulama, atau telah berakal menurut ulama Hanafiyah, sesuai 
dengan perbedaan mereka dalam syarat-syarat orang yang 
melakukan akad yang disebutkan di atas, 
2) Kabul sesuai dengan ijab. Misalnya, penjual mengatakan: “Saya jual 
buku ini seharga Rp.20.000” lalu pembeli menjawab: “Saya beli 
buku ini dengan harga Rp.20.000”. Apabila antara ijab dan Kabul 
tidak sesuai maka jual beli tidak sah. 
3) Ijab dan Kabul itu dilakukan dalam satu majelis. Artinya, kedua 
belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik 
yang sama. Apabila penjual mengucapkan ijab, lalu pembeli berdiri 
sebelum mengucapkan Kabul, atau pembeli mengerjakan aktivitas 
lain yang tidak terkait dengan masalah jual beli, kemudian ia 
ucapkan kabul, maka menurut kesepakatan ulama fiqih, jual beli ini 
tidak sah sekalipun mereka berpendirian bahwa ijab tidak harus 
dijawab langsung dengan Kabul. Dalam kaitan ini, ulama Hanafiyah 
dan Malikiyah mengatakan bahwa antara ijab dan Kabul boleh saja 
diantarai oleh waktu, yang diperkirakan bahwa pihak pembeli 
sempat untuk berpikir. Namun, ulama Syafi’iah dan Hanabilah 
berpendapat bahwa jarak antara ijab dan kabul tidak terlalu lama 
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Di zaman modern, perwujudan ijab dan kabul tidak lagi diucapkan, 
tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang dan membayar uang oleh 
pembeli, serta menerima uang dan menyerahkan barang oleh penjual tanpa 
ucapan apa pun. Misalnya, jual beli yang berlangsung di swalayan. Dalam 
fiqih Islam, jual beli seperti ini disebut dengan ba‟i al-mu‟athah.  
Dalam kasus perwujudan ijab kabul melalui sikap ini (ba‟i al-
mu‟athah) terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama fiqih. 
Jumhur ulama berpendapat bahwa jual beli seperti hukumnya boleh, 
apabila hal ini telah merupakan kebiasaan suatu masyarakat di suatu negeri, 
karena hal ini telah menun jukkan unsur saling rela dari kedua belah pihak. 
Menurut mereka, diantara unsur terpenting dalam transaksi jual beli yaitu 
suka sama suka (al-taradhi), sesuai dengan kandungan surat an-Nisa’ ayat 
29. “Sikap mengambil barang dan membayar harga barang oleh pembeli 




Akan tetapi, ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa transaksi jual beli 
harus dilakukan dengan ucapan yang jelas atau sindiran melalui ijab dan 
kabul. Oleh sebab itu, menurut mereka jual beli seperti kasus di atas (ba‟i 
al-muathah) hukumnya tidak sah, baik jual beli itu dalam partai besar 
maupun kecil. Unsur kerelaan, menurut mereka, adalah masalah yang amat 
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tersembunyi dalam hati, karenanya perlu diungkapkan dengan kata-kata ijab 
dan kabul, apalagi persengketaan dalam jual beli dapat terjadi dan berlanjut 
ke pengadilan. Akan tetapi sebagian ulama Syafi’iyah yang muncul 
belakangan seperti Imam al-Nawawi seorang faqih dan muhaddis mazhab 
Syafi’i dan al-Baghawi seorang mufassir mazhab Syafi’i menyatakan bahwa 
jual beli al-mu’athah adalah sah, apabila hal itu telah merupakan kebiasaan 
di daerah tertentu. Akan tetapi sebagian ulama Syafi’iyah lainnya 
membedakan antara jual beli dalam jumlah besar dan dalam jumlah kecil. 
Menurut mereka, apabila yang diperjualbelikan dalam jumlah besar, maka 
jual beli al-mu’athah tidak sah, tetapi apabila jual beli itu dalam jumlah 
kecil maka jual beli ini hukumnya sah. Terkait dengan masala hijab dan 
kabul ini adalah jual beli melalui perantara, baik melalui orang yang diutus 
maupun media cetak, seperti surat-menyurat dan media elektronik, seperti 
telepon dan faksimile. 
 Para ulama fiqih sepakat bahwa jual beli melalui perantara atau 
dengan mengutus seseorang dan melalui surat-menyurat adalah sah apabila 
antara ijab dan kabul sejalan. Oleh sebab itu, sekalipun dalam fiqih-fiqih 
klasik belum ditemui pembahasan itu, tetapi ulama fiqih kontemporer, 
seperti Mustafa Ahmad al-Zarqa’ dan Wahbah al-Zuhaily mengatakan 
bahwa jual beli melalui perantara itu dibolehkan asal antara ijab dan kabul 
sejalan. Menurut mereka, satu majelis tidak harus diartikan sama-sama hadir 




situasi dan satu kondisi, sekalipun antara keduanya berjauhan, tetapi topik 




B. Gadai (Rahn) 
1. Pengertian Gadai (Rahn) 
 Secara harfiah, rahn adalah kata benda bahasa Arab yang berasal 
dari kata “rahana”, yang berarti kekonstanan dan kontinuitas, ataupun 
memegang dan mengikat. Dimyauddin Djuwaini memberikan arti rahn 
secara linguistik ialah menetap atau menahan. Secara istilah, rahn adalah 
menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman 
yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. 
Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat 
mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana, 
rahn adalah semacam jaminan utang atau gadai. Begitu juga arti rahn 
secara istilah menurut Rahmat Syafei ialah penahanan terhadap suatu 




 Ulama fiqh berbeda pendapat dalam mendifinisikan rahn: 
 a. Menurut Ulama Shafi’iyah 
Menjadikan suatu benda sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan 
pembayar ketika berhalangan dalam membayar utang. 
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b. Menurut Ulama Hanabilah 
Harta yang dijadikan jaminan utang sebagai pembayar harga (nilai) 
utang ketika yang berutang berhalangan (tak mampu) membayar 
utangnya kepada pemberi pinjaman.
37
 
c.  Menurut Ulama Malikiyah 
 Mendefenisikan rahn sebagai sesuatu yang mutamawwal 
(berbentuk harta dan memiliki nilai) yang diambil dari pemiliknya 
untuk dijadikan watsiqah utang yang lazim (keberadaannya sudah 
positif dan mengikat) atau yang akan menjadi lazim. Maksudnya, suatu 
akad atau kesepakatan mengambil sesuatu dari harta yang berbentuk al-
„ain (barang, harta yang barangnya berbentuk konkrit) seperti harta 
tidak bergerak seperti tanah, dan rumah, juga seperti hewan dan barang 
komoditi, atau dalam bentuk kemanfaatan (kemanfaata barang atau 
kemanfaatan tenaga dan keahlian seseorang) namun dengan syarat 
kemanfaatan tersebut harus jelas dan ditentukan dengan masa 
(penggunaan dan pemanfaatan suatu barang) atau pekerjaan 
(kemanfaatan seseorang berupa tenaga dan keahlian melakukan suatu 
pekerjaan), juga dengan syarat kemanfaatan tersebut dihitung masuk 
kedalam hutang yang ada. 
2. Sifat Gadai (Rahn) 
Secara umum rahn dikategorikan sebagai akad yang bersifat derma 
sebab apa yang diberikan penggadai (rahin) kepeda penerima gadai 
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(murtahin) tidak ditukar dengan sesuatu. Yang diberikan penerima gadai 
(murtahin) kepada penggadai (rahin) adalah utang, bukan penukar atas 
barang yang digadaikan. Rahn juga termasuk akad yang bersifat „ainiyah, 
yaitu dikatakan sempurna sesudah menyerahkan benda yang dijadikan akad 
seperti hibah, pinjam-meminjam, titipan, dan qirad. Semua termasuk akad 
tabarru (derma) yang dikatakan sempurna setelah memegang (al-qabdu), 
sesuai kaidah, tidak sempurna tabarru, kecuali setelah pemegangan.
38
 
3.  Dasar Hukum Gadai (Rahn) 
  Rahn hukumnya adalah jaiz (boleh) tidak wajib berdasarkan 
kesepakatan ulama. Karena rahn adalah jaminan utang, oleh karena itu tidak 
wajib, seperti halnya kafalah hukumnya juga tidak wajib. Hukum rahn 
disyariatkan berdasarkan Al-Qur’an, sunnah, dan pendapat ulama: 
1. Al-Qur’an  
 ٍَ ِي َ ٌْ أ ِ ا َ ۖ ف تٌ  َُٕض ب قْ ٌ يَ ا َْ َشِ ا ف ًّ ب احِ ٔا كَ ذُ ِج َ ْى ح َ ن َٔ َشٍ  ف ٰٗ سَ َ ه ْى عَ ُ خ ُْ ٌْ كُ ِ ئ َٔ  ۞
 َ خَّقِ َّللاَّ َ ٛ نْ َٔ  ُ ّ َ خ َ ا يَ َ ٍَ أ ًِ ُ ح ٘ اْؤ ِز َّ دِّ ان َإ ُ ٛ هْ َ ا ف ْى بَْعضًّ كُ ُض ْع َ ٕا ب ًُ خُ ْك َ ََل ح َٔ  ۗ ُّ َّ ب َس
ٛىٌ  ِ ه ٌَ عَ ُٕ ه ًَ ْع َ ا ح ًَ ُ بِ َّللاَّ َٔ  ۗ ُّ ُ ب هْ َ ٌى ق ُّ آثِ َّ َ ِ ا َ ا ف َٓ ًْ ُ خ ْك َ ٚ ٍْ يَ َٔ  ۚ  َ ة َٓادَ  انشَّ
“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) 
sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada 
barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi 
jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah 
yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah 
ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) 
menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang 
menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa 
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 Ayat tersebut secara eksplisit menyebutkan‚ “barang tanggungan 
yang dipegang (oleh yang berpiutang)”. Dalam dunia finansial, barang 
tanggungan biasa dikenal sebagai jaminan (collateral) atau objek 
pegadaian. Lebih jauh lagi dijelaskan dalam buku yang berjudul Sistem 
Keuangan Islam bahwa ayat tersebut mengindikasikan jelas sarana 
alternatif pendokumentasian utang pada ketiadaan penulis, yakni via 
gadai penggadaian. Kendati diungkapkan dalam konteks bepergian, 
mayoritas ahli fiqh, kecuali Mujahid dan Zahiris, setuju bahwa rahn juga 
diperbolehkan saat berada di rumah, yang didasarkan pada Sunnah Nabi 
Saw yang mengizinkannya tanpa batasan apapun. 
ا  َسعًّ َٔ ا  ٍّ٘ طََعا يًّ ْٕ ِد َُٓٚ ٍْ َل َّللاِ ص. و اِْسخََش ٖ ِي ْٕ ٌَّ َسُس ٍْ َعا ئَِشتَ س.ع اَ َع
ٍْٚذ )سٔاِ انبخا سٖ ٔيسهى ٍْ َحِذ  )ِي
“Dari Siti Aisyah r.a bahwa Rasulullah Saw. Pernah membeli makanan 
dengan menggadaikan baju besi.”(HR. Bukhori dan Muslim). 
 
4. Pendapat Ulama Tentang Gadai (Rahn) 
Ulama sepakat bahwa rahn hukumnya boleh, baik ketika di tengah 
perjalanan, maupun ketika menetap, berbeda dengan pendapat Mujahid dan 
ulama Zhahiriyah. Karena sunnah menjelaskan tentang pensyari’atan rahn 
secara mutlak, baik ketika sedang di tengah perjalanan maupun ketika 
sedang menetap. Penyebutan al-safar (jika kalian dalam perjalanan) pada 
ayat 283 surat Al-Baqarah di atas hanya berdasarkan kebiasaan yang lumrah 
berlaku saja, bukan merupakan syarat. Karena pada masa dahulu, biasanya 




ditemukannya juru tulis juga tidak termasuk syarat rahn, karena hukum 
bolehnya rahn di dalam sunnah dijelaskan secara mutlak. 
40
 
 Oleh karena itu, ayat di atas hanya ingin menunjukan manusia 
kepada sebuah bentuk wathiqah yang mudah bagi mereka ketika mereka 
dalam kondisi tidak menemukan seorang juru tulis yang menuliskan utang 
atau transaksi tidak secara tunai yang mereka lakukan. 
5. Rukun dan Syarat Gadai (Rahn) 
Rahn memiliki empat unsur yaitu rahin (orang yang memberikan 
jaminan), al-murtahin (orang yang menerima), al-marhun (jaminan/ barang 
yang digadaikan), dan al-marhun bih (utang atau tanggungan utang dari 
pihak rahin kepada murtahin).
41
 
Rukun rahn menurut ulama Hanafiyah adalah ijab dari rahin dan 
qabul dari al-murtahin, sebagaimana pada akad yang lain. Akan tetapi, akad 
dalam rahn tidak akan sempurna dan belum berlaku mengikat (lazim) 
sebelum adanya penyerahan barang (al-qabdu). Seperti pihak rahin berkata, 
“Saya menggadaikan barang ini kepadamu dengan utang saya kepadamu,” 
atau, “Barang ini sebagai borg atau gadai untuk utangku kepadamu,” atau 
bentukbentuk ijab yang sejenis. Lalu pihak murtahin berkata, “Saya terima,” 
atau, “Saya setuju,” dan lain sebagainya. Dalam hal ini, tidak disyaratkan 
harus menggunakan kata-kata rahn. Seandainya ada seseorang membeli 
sesuatu seharga beberapa dirham, lalu pihak pembeli menyerahkan sesuatu 
kepada penjual dan berkata, “Ini pegang dulu sampai saya menyerahkan 
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harga barang yang saya beri darimu,” maka Al-Rahnu ini sah. Karena yang 
dianggap dan diperhitungkan di dalam akad adalah maksud dan maknanya. 
Sementara itu, selain ulama Hanafiyah mengatakan bahwa rukun 
rahn ada empat, yaitu shigat (ijab qabul), aqid (pihak yang mengadakan 
akad), marhun (barang yang digadaikan) dan marhun bih (ad-Dain atau 
tanggungan utang yang dijamin dengan barang gadaian). Begitulah 
perbedaan seputar masalah rukun antara ulama Hanafiyah dan ulama selain 
mereka terjadi di dalam semua bentuk akad.
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Dalam rahn disyaratkan beberapa syarat berikut: 
1.  Persyaratan Aqid 
Di dalam rahn, kedua pihak yang berkontrak harus memiliki 
kualifikasi yang sah (ahliyyah) untuk berkontrak. Ahliyyah menurut 
ulama Hanafiyyah adalah ahliyyatu al-bai‟ (kelayakan, kepantasan, 
kompetensi melakukan akad jual beli). Setiap orang yang sah dan boleh 
melakukan transaksi jual beli, maka sah dan boleh untuk melakukan 
akad rahn. Karena rahn adalah sebuah tindakan atau pentasharufan 
yang berkaitan dengan harta seperti jual beli. Oleh karena itu, kedua 
belah pihak yang melakukan akad rahn harus memenuhi syarat-syarat 
orang yang sah melakukan transaksi jual beli. Sehingga, akad rahn 
tidak boleh dilakukan oleh orang gila atau anak kecil yang belum tamyiz 
dan belum berakal. Di samping itu, ijab qabul yang terdapat dalam akad 
rahn tidak boleh digantungkan (mu‟allaq) dengan syarat tertentu yang 
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bertentangan dengan substansi akad rahn, dan ia juga tidak boleh 
disandarkan dengan waktu di masa mendatang. 
Adapun menurut ulama Shafi’iyah, ahliyah adalah orang yang 
telah sah untuk jual beli, yakni berakal dan mumayyiz, tetapi tidak 
disyaratkan harus baligh. Dengan demikian, anak kecil yang sudah 
mumayyiz, dan orang bodoh berdasarkan izin dari walinya dibolehkan 
melakukan rahn. Sedangkan menurut ulama selain Hanafiyah, ahliyah 
dalam rahn seperti pengertian ahliyah dalam jual beli derma. s tidak 
boleh dilakukan oleh orang yang mabuk, gila, bodoh, atau anak kecil 
yang belum baligh. Begitu pula seorang wali tidak boleh menggadaikan 
barang orang yang dikuasainya, kecuali jika dalam keadaan madarat 
dan meyakini bahwa pemegangnya yang dapat dipercaya. 
2. Syarat Sigat 
Menurut para ulama Hanafi, sigatt dalam rahn tidak boleh 
digantungkan atau dihentikan sementara atau dikaitkan dengan sesuatu, 
atau ditangguhkan hingga suatu tanggal mendatang. Para ahli fiqh 
mengkategorikan syarat-syarat shigat rahn menjadi syarat-syarat valid 
(sahih) dan syarat-syarat cacat (fasid). Secara umum, syarat-syarat sahih 
ialah syarat yang tidak bertentangan dengan implikasi-implikasi 
kontrak, dan tidak mengarah pada transaksi yang dilarang, seperti 
kreditor harus dapat dipercaya atau kreditor dapat menjual objek gadai 
sesudah tanggal jatuh tempo utang. Sementara, syarat-syarat cacat yang 




bertentangan dengan implikasi-implikasi kontrak, misalnya barang 
gadai tidak dapat dijual hingga satu bulan sesudah tanggal jatuh tempo 
utang, atau objek gadai tidak dapat dijual kecuali dengan harga yang 
telah disepakati oleh debitur dan lain-lain.
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3. Syarat Marhun Bih (Utang) 
Marhun bih adalah hak yang karenanya barang yang digadaikan 
diberikan, yaitu tanggungan utang pihak rahin kepada murtahin. Ulama 
hanafiyah memberikan beberapa syarat, yaitu:
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b. Marhun bih hendaklah barang yang wajib diserahkan. Menurut 
ulama selain Hanafiah, marhun bih hendaklah berupa utang yang 
wajib diberikan kepada orang yang menggadaikan barang, baik 
berupa uang ataupun berbentuk benda.  
c. Marhun bih memungkinkan dapat dibayarkan jika marhun bih tidak 
dapat dibayarkan, rahn menjadi tidak sah, sebab menyalahi maksud 
dan tujuan dari disyraitkannya rahn. 
d. Hak atas marhun bih harus jelas dengan demikian, tidak boleh 
memberikan dua marhun bih tanpa dijelaskan utang mana menjadi 
rahn. Adapun Hanabilah dan Shafi’iah memberikan tiga syarat bagi 
marhun bih: 
1) Berupa utang yang tetap dan dapat dianfaatkan 
2) Utang harus lazim pada waktu akad  
3) Utang harus jelas dan diketahui oleh rahin dan murtahin 
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4. Syarat Marhun 
Marhun adalah barang yang bernilai ekonomis yang dijadikan 
sebagai jaminan atas utang yang ada.  
Para ulama sepakat bahwa syarat-syarat marhun sama dengan syarat-
syarat jual beli. Artinya, semua barang yang sah di perjualbelikan  sah  
pula digadaikan. Secara rinci Hanafiah mengemukakan syarat-syarat 
marhun adalah sebagai berikut: 
a) Barang yang digadaikan bisa dijual, yakni barang tersebut harus ada 
pada waktu akad dan mungkin untuk diserahkan. Apabila barang tidak 
ada maka akad gadai tidak sah. 
b) Barang yang digadaikan harus berupa mal (harta). Dengan demikian, 
tidak sah hukumnya menggadaikan barang yang tidak bernilai harta. 
c) Barang yang digadaikan harus haal mutaqawwir, yaitu barang yang 
boleh diambil manfaatnya menurut syara’, sehingga memungkinkan 
untuk melunasi utangnya. 
d) Barang yang digadaikan harus diketahui (jelas), seperti halnya dalam 
jual beli. 
e) Barang tersebut dimiliki oleh rahin. Tidak sah menggadaikan barang 
milik orang lain tanpa izin pemiliknya. 
f) Barang yang digadaikan harus kosong, yakni terlepas dari hak rahin. 
Tidak sah menggadaikan pohon kurma yang ada buahnya tanpa 




g)  Barang yang digadaikan harus sekaligus bersama-sama dengan 
pokoknya (lainnya). Tidak sah menggadaikan buah-buahan saja tanpa 
disertai dengan pohonnya, karena tidak mungkin menguasai buah-
buahan tanpa menguasai pohonnya. 
h) Barang yang digadaikan harus terpisah dari hak milik orang lain, yakni 
bukan milik bersama. Akan tetapi menurut Malikiyah, Syafi’iyah dan 
Hanabilah, barang milik bersama boleh digadaikan.
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5. Al-Qabdu (Marhun Diserahterimakan ke Tangan Pihak Murtahin)  
Secara garis besar, fuqaha sepakat bahwa al-qabdu adalah salah satu 
syarat akad rahn. Hal ini berdasarkan ayat: 
.........................    ٍ ۡقبَُٕضت ۖ  فَِشَْٰ يَّ ............ 
“........maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang 
berpiutang)....” (QS. Al-Baqarah: 283) 
Namun, para ulama’ berbeda pendapat seputar jenis syarat yang 
dimaksud, apakah termasuk syarat berlaku mengikatnya akad rahn, atau 
syarat sempurnanya akad rahn. Diantaranya: 
a. Jumhur ulama selain ulama selain ulama Malikiyah, berpendapat bahwa 
al-qabdhu tidak merupakan syarat sah akad rahn, akan tetapi syarat 
berlaku mengikatnya akad rahn. Oleh karena itu, akad rahn belum 
berlaku mengikat kecuali setelah adanya al-qabdhu. 
b. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa akad rahn tidak bisa sempurna 
kecuali dengan adanya al-qabdu atau al-hauz (penggenggaman, 
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penguasaan). Jadi al-qabdu menurut ulama Malikiyah adalah syarat 
kesempurnaan akad rahn, maksudnya kesempurnaan faedahnya, bukan 
syarat sah atau syarat berlaku mengikatnya akad rahn. Jika suatu akad 
rahn sudah dilaksanakan dengan ijab dan qabul, maka akad rahn 
tersebut secara otomatis telah berlaku mengikat. Selanjutnya rahin 
dipaksa untuk menyerahkan marhun kepada pihak murtahin ketika 
murtahin memintanya. Apabila murtahin bersikap lambat dalam 
menagih dan meminta marhun , atau ia rela marhun berada di tangan 
atau genggaman rahin, maka akad rahn batal. 
6. Pemanfaatan Marhun 
Ketika suatu barang dijadikan sebagai jaminan atas transaksi hutang 
yang dilakukan, maka marhun akan senantiasa terkait dengan hutang yang 
ada. Artinya, marhun akan tetap ditahan sepanjang hutangnya yang ada 
belum terbayar, murtahin memiliki hak untuk menahan marhun, hingga 
rahin melunasi hutang yang ditanggungnya. Rahin tidak memiliki hak untuk 
menarik marhun kembali, yang dijadikan sebagai jaminan atas utang yang 
ada, sehingga telah terlunasi.
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Tidak boleh menyia-nyiakan dan menerlantarkan kemanfaatan 
marhun , karena itu berarti menyia-nyiakan dan membuang-buang harta. 
Akan tetapi memanfaatkan marhun harus sesuai dengan ketentuan syariat, 
lalu masalahnya adalah siapakah yang berhak memanfaatkan marhun? 
Apakah rahin ataukah murtahin? 
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a. Pemanfaatan Terhadap Marhun oleh Rahin  
Dalam hal ini ada dua pendapat, pertama pendapat jumhur selain 
ulama Safi’iyah yang mengatakan tidak boleh bagi rahin memanfaatkan 
marhun, dan pendapat kedua, yaitu pendapat ulama syafi’iyah yang 
mengatakan boleh bagi rahin memanfaatkan marhun selama itu tidak 
merugikan dan menimbulkan kemadharatan bagi pihak murtahin. 
Penjelasan lebih lanjut adalah:
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Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa rahin tidak boleh 
memanfaatkan marhun dalam bentuk menggunakan, menaiki, 
mengenakan, menempati atau lain sebagainya kecuali dengan izin 
murtahin, seperti halnya murtahin juga tidak boleh memanfaatkan 
marhun kecuali atas seizin rahin. Dalilnya adalah bahwa al-habsu 
adalah tertetapkan untuk murtahin secara terus menerus dan ini tentunya 
berarti larangan mengambil kembali marhun. 
Oleh karena itu, jika seandainya rahin memanfaatkan marhun 
tanpa seizin murtahin, seperti meminum susu sapi yang digadaikan, 
maka ia menanggung denda senilai apa yang ia manfaatkan itu. Karena 
dengan tindakannya itu, ia berarti telah melanggar hak murtahin. 
Adapun status denda yang menjadi pengganti apa yang telah ia 
konsumsi itu termasuk ke dalam marhun yang ditahan oleh murtahin 
dan terikat dengan marhun bih. Apabila rahin mengambil marhun untuk 
ia pergunakan tanpa seizin murtahin, lalu ia menaikinya umpamanya 
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jika marhun adalah kendaraan, maka tanggungan murtahin terhadap 
marhun hilang dan rahin dianggap sebagai orang yang mengghasab, 
oleh karena itu, apa yang telah ia ambil harus dikembalikan lagi kepada 
murtahin secara paksa. Dan jika marhun rusak atau hilang di tangannya, 
maka yang menanggung kerugian adalah dirinya sendiri. 
Ulama Hanabilah berpendapat seperti pendapat ulama hanafiyah, 
yaitu tidak boleh bagi rahin memanfaatkan marhun kecuali dengan 
seizin atau persetujuan murtahin. Seperti jika yang digadaikan adalah 
rumah, maka rumah tersebut ditutup sampai rumah tersebut ditebus. 
Karena marhun adalah sesuatu yang ditahan, oleh karena itu, pemiliknya 
tidak boleh memanfaatkannya. Pendapat ini juga didasarkan atas kaidah 
bahwa semua kemanfaatan, perkembangan dan hal-hal yang dihasilkan 
oleh marhun ikut tergadaikan bersama marhun juga, sama persis seperti 
pandangan ulama Hanafiyah. 
b. Pemanfaatan Marhun oleh Murtahin  
Jumhur ulama, selain ulama hanabilah berpendapat bahwa 
murtahin tidak boleh memanfaatkan marhun. Adapun hadits yang 
menjelaskan bolehnya memanfaatkan hewan yang digadaikan dengan 
menaiki dan memerah susunya sesuai dengan kadar pemberian makanan 
kepada hewan tersebut, maka mereka menginterpretasikannya dalam 
konteks jika rahin tidak bersedia untuk memenuhi biaya kebutuhan 




memanfaatkannya sesuai dengan kadar pemberian makan kepada hewan 
yang digadaikan tersebut yang telah ia keluarkan.
48
  
Ulama hanafiyah berpendapat bahwa murtahin tidak boleh 
memanfaatkan marhun, baik itu dalam bentuk penggunaan, menaiki, 
menempati, mengenakan, atau membaca, kecuali dengan izin rahin. 
Karena murtahin hanya memiliki hak al-habsu saja, bukan manfaat. 
Apabila murtahin memanfaatkan marhun, lalu marhun itu rusak ketika 
digunakan, maka ia mengganti nilai marhun secara keseluruhan, karena 
berarti ia telah menggashab.  
Dan apabila rahin memberi izin kepada murtahin untuk 
memanfaatkan marhun, maka menurut sebagian ulama Hanafiyah, 
murtahin boleh memanfaatkannya secara mutlak. Namun ada sebagian 
lagi yang melarangnya secara mutlak karena itu adalah riba atau 
mengandung kesyubhatan riba, sedangkan izin atau persetujuan tidak 
bisa menghalalkan riba dan tidak pula sesuatu yang mengandung syubhat 
riba. Dan ada sebagian lagi yang mengklasifikasi, yaitu apabila di dalam 
akad disyaratkan murtahin boleh memanfaatkan marhun, maka itu adalah 
haram, karena itu adalah riba. Namun, jika itu tidak disyaratkan dalam 
akad, maka itu boleh, karena hal itu berarti adalah bentuk tabarru‟ 
(derma) dari rahin untuk murtahin. Persyaratan, seperti halnya ada yang 
sifatnya jelas, juga ada yang berdasarkan kebiasaan yang berlaku, karena 
suatu kebiasaan yang berlaku sama seperti sesuatu yang disyaratkan. 
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 Pengklasifikasian ini adalah yang sesuai dengan ruh atau nilai-nilai 
syariat. Karena biasanya, orang-orang ketika memberi pinjaman utang, 
maka mereka biasanya menginginkan suatu kemanfaatan, dan seandainya 
tidak ada kemanfaatan, maka mereka tidak akan bersedia memberi 
pinjaman utang. Dan ini berkedudukan seperti syarat, karena sesuatu 
yang biasa berlaku sama seperti sesuatu yang disyaratkan dan itu adalah 




 Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa sikap hati-hati dalam urusan 
utang adalah wajib, dan setiap pinjaman utang yang menarik suatu 
kemanfaatan baik yang disyaratkan maupun yang berdasarkan kebiasaan 
yang berlaku, maka menurut ulama Hanafiyah itu adalah riba. Ibnu 
Najim dalam kitab, “Al-Ashbah‟, menegaskan bahwa dimakruhkan 
(maksudnya makruh tahrim) bagi murtahin memanfaatkan marhun.  
 
7. Berakhir dan Selesainya Akad Rahn  
Akad rahn selesai dan berakhir karena beberapa hal seperti ibraa (rahin 
dibebaskan dari tanggungan utang yang ada), hibah (murtahin menghibahkan 
utang yang ada kepada rahin), terlunasinya utang yang ada atau yang lainnya. 
Penjelasannya lebih lanjut adalah seperti berikut: 
1. Diserahkannya marhun kepada pemiliknya  
Menurut jumhur selain ulama Shafi’iyah, akad rahn selesai dan 
berakhir dengan diserahkannya marhun kepada pemiliknya. Karena 






marhun adalah jaminan penguat utang, oleh karena itu, jika marhun 
diserahkan kepada pemiliknya, maka tidak ditemukan lagi yang namanya 
al-istiitsaaq (jaminan penguat utang). Oleh karena itu, akad rahn yang ada 
juga selesai dan berakhir. Seperti halnya menurut jumhur, akad rahn 
selesai dan berakhir ketika murtahin meminjamkan marhun kepada rahin 
atau kepada orang lain seizin rahin. 
2. Terlunasinya seluruh utang yang ada (marhun bih) 
 Apabila rahin telah melunasi seluruh marhun bih, maka akad rahn 
secara otomatis selesai dan berakhir.  
3. Penjualan marhun secara paksa yang dilakukan oleh rahin atas perintah 
hakim, atau yang dilakukan oleh hakim ketika rahin menolak untuk 
menjual marhun. Apabila marhun dijual dan utang yang ada dilunasi 
dengan harga hasil penjualan tersebut, maka akad rahn selesai dan 
berakhir. 
4. Terbebasnya rahin dari utang yang ada walau dengan cara apa pun, 
walaupun dengan akad hawalah (maksudnya rahin sebagai muhiil dan 
murtahin sebagai muhaal). Dan seandainya murtahin menerima suatu 
barang gadaian yang lain sebagai ganti barang gadaian yang pertama, maka 
marhun dianggap telah tertebus. 
5. Pembatalan akad rahn dari pihak murtahin atau dengan kata lain, murtahin 
membatalkan akad rahn yang ada, walaupun pembatalan tersebut hanya 
sepihak. Karena hak yang ada adalah milik murtahin, dan akad rahn bagi 




berakhir jika yang membatalkan adalah pihak rahin, karena akad rahn bagi 
rahin sifatnya mengikat.  
6. Meninggalnya marhun  
7. Melakukan pentasharufan terhadap marhun dengan meminjamkannya, 
menghibahkannya atau mensedekahkannya. 
 
C. Sewa-Menyewa (Ijarah) 
1. Pengertian Sewa Menyewa (Ijarah) 




a.  ٘أكش yang artinya: menyewakan, seperti dalam kalimat:  أجش انشئ 
(menyewakan sesuatu) 
b.  أعطاِ أجشا  yang artinya: ia memberinya upah, seperti dalam 
kalimat: أجش فالَا عهٗ كزا  (ia memberikan kepada si fulan upah 
sekian). 
c.  ّأثاب yang artinya: memberinya pahala, seperti dalam kalimat:  أجش
 .(allah memberikan pahala kepada hamba-Nya)  َّللا عبذِ
  Dari pengertian diatas dilihat bahwa yang dimaksud dengan sewa 
menyewa adalah pengambilan manfaat sesuatu benda. Jadi dalam hal ini 
bendanya sama sekali tidak berkurang . dengan perkataan lain terjadinya 
sewa menyewa berpinda hanyalah manfaat dari benda yang disewakan 
tersebut. 
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  Menurut Sayyid Sabiq dalam Fiqih Sunnah. Al ijarah berasal dari 
kata al-ajru (upah) yang berarti al-iwadh  (ganti/Kompensasi). Menurut 
pengertian syara’ ijarah berarti akad pemindahan hak guna dari barang 
atau jasa yang diikuti dengan membayar upah atau biaya sewa tanpa 
disertai dengan perpindahan hak milik.
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Didalam istilah hukum Islam, orang yang menyewakan disebut 
mu‟ajir. Sedangkan orang yang menyewa disebut mu‟tajir. Benda yang 
disewakan diistilahkan dengan ma‟jur, dan uang sewa atau imbalan atas 
pemakaian barang disebut ajrah atau ujrah. Sewa menyewa sebagaimana 
perjanjian lainnya, merupakan perjanjian yang bersifat konsensual 
(kesepakatan). Perjanjian itu mempunyai kekuatan hukum, yaitu pada 
saat sewa menyewa berlangsung. Apabila akad sudah berlangsung, pihak 
yang menyewakan  (mu‟ajir) wajib menyerakan barang (ma‟jur) kepada 
penyewa (musta‟jir). Dengan diserahkannya manfaat barang/benda maka 
penyewa wajib pula  menyerahkan uang sewanya (ujarah).
52
 
Defenisi ijarah dalam syara’ adalah akad atas manfaat yang 
dibolehkan, yang berasal dari benda tertentu atau yang disebutkan ciri – 
ciri nya, dalam jangka waktu yang diketahui, atau akad atas pekerjaan 
yang diketaui, dengan bayaran yang diketahi. Menurut para ulama, sewa 
menyewa didefenisikan  sebagai berikut:
53
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1) Menurut Hanafiyah: 
 اْلجاسةعقذ عهٗ انًُفعت بعٕض ْٕيال
 “Ijarah adalah akad atas manfaat dengan imbalan berupa harta” 
2) Menurut Malikiyah: 
اْلجاسة .... عتد ٚفٛذ حًهٛكا يُافع شئ يباح يذيت يعهٕيت بعٕض  
انًُفعتغٛش َاشئ عٍ   
“Ijarah..... adalah akad yang memberikan hak milik atas manfaat 
suatu barang yang mubah untuk masa tertentu dengan imbalan yang 
bukan berasal dari manfaat.” 
3) Menurut Asy-syafi’iyah: 
 ٔحذ عقذ اْلجاسة عقذ عهٗ يُعت يقصٕدة يعهٕيت قابهت نهبزل ْٔلباحت بعٕض
 يعهٕو
“Definisi akad Ijarah adalah suatu akad atas manfaat yang 
dimaksud dan tertentu yang bisa diberikan dan dibolehkan dengan 
imbalan tertentu.” 
 
4) Menurut Hanbaliyah: 
 ْٔٙ عقذ عهٗ انًُافع حُعذ بهفظ اْلجاسة ٔانكشأ ٔيا فٙ يعُاًْا 
 “Ijarah adalah suatu akad atas manfaat yang bisa sah dengan lafal 
ijarah dan kara‟ dan semacamnya” 
 
  Dari definisi tersebut dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya 
tidak ada perbedan yang prinsip di antara para ulama dalam mengartikan 
ijarah atau sewa-menyewa adalah akad atas manfaat dengan imbalan, 
atau pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batasan waktu 
tertentu, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan 
pemindahan kepemilikan atas barang.
54
 
Secara etimologis, kata ijarah berasal dari kata al-Ajru yang berarti 
„iwadhu (pengganti). Oleh karena itu, tsawab (pahala) disebut juga 
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dengan ajru (upah). Dalam definisi fiqh al-ijarah disebut pemidahan hak 
guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui 
pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan 
barang itu sendiri.
55
 Dalam kitab-kitab fiqih kata ijarah selalu 
diterjemahkan dengan “sewa menyewa” maka hal tersebut jangan 
diartikan menyewa barang untuk diambil manfaatnya saja, tetapi 
dipahami dalam arti luas. Dalam arti luas ijarah bermakna  suatu akad 
yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan 
imbalan dalam jumlah tertentu. Jadi menjual manfaatnya bukan 
bendanya. 
  Dari defenisi di atas, dapat disimpulkan bahwa sewa menyewa 
adalah suatu perjanjian atau kesepakatan di mana penyewa harus 
membayarkan atau memberikan  imbalan atas manfaat dari benda atau 
barang yang dimiliki oleh pemilik barang yang dipinjamkan. Dengan 
demikian ijarah itu adalah suatu bentuk muamalah yang melibatkan dua 
belah pihak, yaitu penyewa sebagai orang yang memberikan barang yang 
dapat dimanfaatkan kepada si penyewa untuk diambil manfaatnya 
dengan penggantian atau tukaran yang telah ditentukan oleh syara’ tanpa 
diakhiri dengan kepemilikan. 
  Ada dua jenis ijarah dalam hukum Islam: 
1. Ijarah yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu mempekerjakan 
jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. 
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2. Ijarah yang berhubungan dengan sewa aset atau properti, yaitu 
memindakan hak untuk memakai dari aset tertentu kepada orang 
lain dengan imbalan biaya sewa.
56
 
2. Dasar Hukum Syariat Sewa Menyewa (Ijarah) 
 Sewa menyewa sangat dianjurakan dalam Islam karena 
mengandung unsur tolong menolong dalam kebaikan antara sesama 
manusia. Sewa menyewa disahkan syariat berdasarkan Al-qur’an, 
sunnah, dan ijma’. 
a) Al-Qur`an  
 ٍُ ُّ٘ اْْلَِيٛ ِٕ ٍِ اْسخَأَْجْشَث اْنقَ َْٛش َي ٌَّ َخ ا َٚا أَبَِج اْسخَأِْجْشُِ ئِ ًَ  قَانَْج ئِْحَذاُْ
“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata wahai bapakku 
ambillah ia sebagai orang yang bekerja dengan kita karena 
sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja 




ٌْ أََسْدحُ  ئِ ْعُشِٔف َٔ ًَ ْٛخُْى بِاْن خُْى َيا آحَ ًْ ُْٛكْى ئَِرا َسهَّ ََلَدُكْى فاََل ُجَُاَح َعهَ ْٔ ٌْ حَْسخَْشِضُعٕا أَ ْى أَ
ٌَ بَِصٛش هُٕ ًَ ا حَْع ًَ َ بِ ٌَّ َّللاَّ ٕا أَ ًُ اْعهَ َٔ  َ احَّقُٕا َّللاَّ َٔ  
“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa 
bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. 
Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah Allah Maha Melihat 
apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Baqarah:233) 
 
b) Al-Hadits 
Hadits  Nabi yang dapat dijadikan dasar hukum 
beroperasionalnya kegiatan ijarah, meliputi : 
 عٍ ابٍ عُش قال سسٕل َّللا: أعطٕا اَلجٛش أجشِ قبم أٌ ٚجف عشقّ
“Dari Ibnu Umar r.a. bersabda Rasullah Saw. Berikanlah upah 
(sewa) Buruh itu sebelum kering keringatnya”. (HR. Ibnu Majah) 
                                                             
56
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Dari Abi Said al-Hudry r.a. bahwa Rasullah Saw. Telah bersabda: 
 يٍ اسخأجش اجٛشا فهٛعهًّ أجشِ
“Barang siapa memperkerjakan pekerja hendaklah menjelaskan 
upahnya”. 
 
Diriwatkan Dari Ibnu Abbas Bahwa Rasullah Saw. Bersabda: 
 اٌ انُبٙ صهٗ َّللا عهّٛ ٔ سهى احخجى ٔ اعطٗ انحجاو أجشِ 
“Bahwasanya Rasulullah berbekam keudian meberikan upah pada 
tukang bekam itu”. (HR. Bukhari dan Muslim) 
 
c) Ijma 
Mengenai disyari’atkannya ijarah, semua ulama bersepakat 
tidak ada seorang ulama pun yang membatalkan kesepakatan ijma’ 
ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda 
pendapat dalam tantaran teknisinya. 
Pakar-pakar keilmuan dan cendikiawan sepanjang sejarah di 
seluruh negeri telah sepakat akan legitimasi ijarah. Dari beberapa nash 
yang ada, dapat dipahami bahwa ijarah itu disyari’atkan dalam Islam, 
karena pada dasarnya manusia senantiasa terbentur pada keterbatasan 
dan kekurangan. Oleh karena itu, manusia antara satu dengan yang 
lain selalu terikat dan saling membutukan. 
Ijarah (sewa menyewa) merupakan salah satu aplikasi 
keterbatasan yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan 
bermasyarakat, rasanya mustahil manusiah bisa berkecukupan hidup 




bahwa pada dasrnya ijarah itu adalah salah satu bentuk aktivitas 
antara salah satu bentuk tolong menolong yang diajarkan agama.
58
 
3. Rukun dan Syarat Sewa Menyewa (Ijarah) 
a. Rukun Ijarah 
Menurut ulama madzhab Hanafi rukun ijarah hanya ada satu, 
yaitu  shighah  (ijab dan qabul).
59
 Sedangkan jumhur ulama 
berpendapat, bahwa rukun ijarah itu ada empat, sebagai berikut:
60
 
1. Aqid (orang yang akad) 
„Aqid adalah orang yang melakukan perjanjian/transaksi, 
yaitu orang yang menyewa (mu‟jir) dan orang yang menyewa 
(musta‟jir). 
2. Sigat akad  
Sigat akat adalah pernyataan yang menunjukkan kerelaan 
atau kesepakatan dua pihak yang melakukan kontrak atau 
transaksi. 
 
3. Ujarah (upah) 
Ujrah adalah memberi imbalan sebagai bayaran kepada 
seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan sesuatu 
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pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian 








a. Pihak yang menyewa 
b. Pihak yang menyewakan 
c. Benda yang diijarahkan 
d. Akad  
 
b. Syarat Ijarah 
Adapun syarat-syarat al ijarah sebagaimana yang ditulis 
Nasyrun Hareon sebagai berikut: 
1. Yang terkait dengan dua orang yang berakad. Menurut ulama 
Syafi’iyah dan Hanabilah disyariatkan telah balig dan berakal. 
Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal, 
seperti anak kecil dan orang gila ijarahnya tida sah. Akan tetapu 
ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang 
yang berakad itu tidak harus mencapai usia balig. Oleh 
karenanya, anak yang baru mumayyiz pun boleh melakukan akad 
al-ijarah, hanya pengesahannya perlu persetujuan walinya. 
                                                             
61
 Labib Mz, Etika Bisnis Dalam Islam, (Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2006), h. 43. 
 
62




2. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya 
melakukan akad al-ijarah. Apabila salah seorang diantaranya 
terpaksa melakukan akad ini, maka akad al-ijarah nya tidak sah. 
3. Manfaat yang menjadi objek al-ijarah harus diketahui, sehingga 
tidak muncul perselisihan dikemudian hari. Apabila manfaat yang 
menjadi objek tidak jelas, maka akadnya tidak sah. Kejelasan 
manfaat itu dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis 
manfaatnya dan penjelasan berapa lama manfaat itu di tangan 
penyewaan. 
4. Objek al-ijarah boleh diserahkan dan digunakan secara langsung 
dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, para ulama fiqh sepakat, 
bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh 
diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Misalnya, 
seseorang menyewa rumah, maka rumah itu dapat langsung 
diambil  kuncinya dan dapat langsung boleh ia manfaatkan.
63
 
5. Objek al-ijarah itu sesuatu yang dihalalkan oleh syara‟. Oleh 
sebeb itu, para ulama fiqh sepakat mengatakan tidak boleh 
menyewa seseorang untuk menyantet orang lain, demikian juga 
tidak boleh menyewakan rumah untuk dijadikan tempat-tempat 
maksiat. 
6. Yang disewa itu bukan sesuatu kewajiban bagi penyewa, 
misalnya menyewa orang untuk melaksanakan shalat untuk diri 
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penyewa atau menyewa orang yang belum haji untuk 
menggantikan haji penyewa. Para ulama fiqh sepakat mengatakan 
bahwa akad sewa menyewa seperti itu tidak sah, karena shalat 
dan haji merupakan kewajiban penyewa itu sendiri. 
7. Objek al-ijarah itu merupakan sesuatu yang biasa disewakan 
seperti, rumah, kendaraan, dan alat-alat perkantoran. Oleh sebab 
itu tidak boleh dilakukan akad sewa menyewa terhadap sebatang 
pohon yang akan dimanfaatkan penyewa sebagai sarana penjemur 
pakaian. Karena pada dasarnya akad untuk sebatang pohon
 
bukan 
dimaksudkan seperti itu. 
8.    Upah atau sewa dalam al-ijarah harus jelas, tertentu, dan sesuatu 
yang memiliki  nilai ekonomi. 
4. Berakhirnya dan Pembatalan Akad Sewa Menyewa (Ijarah) 
 Menurut al-Kasani dalam kitab al- Badaa‟iu ash-Shanaa‟iu, 




1. Objek al-ijarah hilang atau musnah seperti, rumah yang diseawakan 
terbakar atau kendaraan yang disewa hilang.  
2. Salah satu pihak meninggal dunia. Ini merupakan pendapat ulama 
mazhab Hanafi. Bagi mazhab ini manfaat yang diperoleh dari ijarah 
adalah sesuatu yang terjadi secara bertahap dan ketika meninggalnya 
salah satu pihak, manfaat tersebut tidak ada dan tidak sedang 
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dimilikinya. Maka mustahil untuk bisa diwariskan. Sedangkan 
menurut Jumhur Ulama, akad ijarah tidak batal dengan wafatnya 
salah seorang yang berakad, karena menurut Jumhur Ulama manfaat 
itu boleh diwariskan dan Ijarah sifatnya mengikat kedua belah pihak. 
3. Terjadinya kerusakan pada barang sewaan, seperti: Rumah terbakar 
atau mobil hilang. 
4. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad ijarah telah berakhir. 
Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan 
kepada pemiliknya dan apabila yang disewa itu jasa seseorang maka 
ia berhak menerima upahnya. 
5. Perbedaan Gadai (Rahn) dengan Sewa-Menyewa (Ijarah) 
a. Pengertian 
Gadai (rahn) ialah menjadikan suatu benda bernilai menurut 
pandangan syara’ sebagai tanggungan utang, dengan adanya benda 
yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian utang dapat 
diterima. 
Sewa-menyewa (ijarah) ialah suatu jenis akad untuk mengambil 
manfaat dengan jalan penggantian, yaitu pengambilan manfaat suatu 
benda, jadi dalam hal ini bendanya tidak berkurang sama sekali, dengan 
terjadinya sewa-menyewa yang berpindah hanyalah manfaat dari benda 
yang disewakan tersebut. 
b. Syarat dan Rukun 




- Berakal  
- Baligh 
- Barang yang dijadikan barang jaminan ada pada saat akad. 
- Barang tersebut dipegang oleh orang-orang yang menerima 
gadai (murtahin) atau wakilnya. 
- Adanya lafadz (ijab qabul) 
- Adanya gadai pemberi gadai (rahin) dan penerima gadai 
(murtahin). 
- Adanya barang yang digadaikan. 
- Adanya utang. 
 Adapun rukun dan syarat ijarah yaitu: 
- Orang yang menyewakan (mu‟jir) dan penyewa (musta‟jir). 
- Shighat, ijab qabul antara mu‟jir dan musta‟jir. 
- Upah (ujrah), diisyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua 
belah pihak. 
- Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjaan dalam upah 
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  BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A.  Kesimpulan 
Dari penjelasan permasalahan yang telah dibahas, maka penulis dapat 
disimpulkan bahwa:  
1.  Praktik gadai kartu plasma masyarakat Desa Sungai Pinang merupakan 
penerimaan pinjaman uang oleh penggadai (rahin) dan penahanan serta 
pemanfaatan kartu plasma oleh penerima gadai (murtahin). Gadai ini 
selalu diinisiasi oleh penerima gadai (murtahin)  yang menawarkan 
peminjaman uang dengan menggadaikan barang yang memiliki nilai 
harga. Hingga pada akhirnya penerima gadai (murtahin)  yang berhak 
menguasai dan memanfaatkan barang gadai (marhun) secara mutlak 
tanpa adanya bagi hasil dengan penggadai (rahin) dari ketuntungan kartu 
plasma tersebut. 
 2.  Berdasarkan tinjauan Fiqih Muamalah praktik gadai di Desa Sungai 
Pinang tidak sesuai dengan kaidah Fiqih Muamalah, karena pada 
transaksi gadai  mengandung unsur riba. Sebagaimana disebutkan dalam 
kaidah Fiqih Muamalah, “kullu qardin jarra manfa‟atan fahuwa riba” 
dan kaidah “al ghunmu bil ghurmi wa al-kharaj bi dhaman”. Selain itu 
transaksi ini juga tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadits Rasulullah 








B.  Saran 
1. Hendaknya masyarakat mulai menghindari transaksi gadai kartu plasma ini 
karena tidak sesuai dengan Fiqih Muamalah, apalagi sekarang ini sudah 
banyak lembaga-lembaga keuangan syariah yang dapat menjadi solusi dari 
masalah perekonomian masyarakat.  
2. Pemuka masyarakat dan tokoh agama hendaknya lebih gencar dan intens 
dalam mengedukasi masyarakat di bidang keuangan, jangan sampai 
masyarakat terjebak dalam transaski yang merugikan mereka.  
3. Bagi para mahasiswa dan masyarakat umum, diharapkan penelitian ini 
menjadi salah satu informasi dan wawasan ilmu, dan adanya penelitian ini 
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